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bahwa untyy
Peraturan Ment
tentang Pedom
yang bersump
Daerah, perly
Cara Pengan
Pelaporan ¢
Evaluasi pe

tlaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (111)
éri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
an Pemberian Hibah dan Bantuan Sosi:
€r dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
ggaran, Pelaksanaan dan Penatau§ahaan,
an Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
mberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950
Pgmbentukan Daerah-Daerah  Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

tentang
Dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang
Pemerintahan Daerah

(Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

)
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10.

11

12.

13.

to

" n ) 1tang
Petimbangay (5. \OMOT 33 Tahun 2004 e dan
S

» ntara Pemerintah Pu;iepublik
Indonesin . d¢rah  (Lembaran Negara ;
publik Indonesia Nomor 4438 );

Undang. Ungap

Pembcntukan 8 Nomor 17 Tahun 2011

L Peraturan Perundang-t 1
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahu?

i lik
I 0dmor 82, Tambahan Lembaran  Negar .
ndonesia Nomor 9234);

Peraturan pe
Hibah kepa
Indonesja T

merintah Nomor 57 Tahun 2005
da Daerah (Lembaran Negara Re%araﬂ
ahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lem
Negara Republik Indonesia Nomor 457 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentarrli
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neff ;
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambana
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}

tentang
Negara
pahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, T@lﬂ.1
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 te-ntg;lrgl
Tata Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar 'Negerl =
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negard
Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450);
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MEMUTUSKAN -
; . RA
iapkan - PERATURAN  BupaTy  enTANG  TATA C]/;AN
¢ PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
PERTANGGUN(

N, s 3 AN
3}JAWABAN SERTA MONITORING D

EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Jam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
’ Daerah adalah Kabupaten Kudus.
Bupati adalah Bupati Kudus.

i 4
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat dacrah sebagai unsu
penyelenggara pemerintahan daerah,
Keubanga;glg Dae}i'ah adalah semua hak dan kewajiban dgc;‘af} ddil‘?;rz
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai bengan
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubung
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. ) cinokat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dising o
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ysl g
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah. o PPKD
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat s
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyal
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah (BUD). .
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna  anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan
pengelolaan Keuangan Daerah. o
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya dlsmgkat. TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-
PPKD  adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.



\ Il 3
oumen Pelaksanaqy, Angpay
]

PT.n merupakan e
’)I\_D ::n/b!pi:lln[ dokumep, Pelaksanpan anpgaran h“d,m/(lm::s;/l)i,-n
""mné’n P(‘lkk l, (Clangay scelaku H(:ndalun"l ’Ei‘n 1m Dacrah,
wkum‘cilm ) r:l] Stlljzlaxl Anggaran SKPD yang ‘%I,“:lilr”ln :, d;ﬁim,km
4KPD m(; pa ;an dokume yang memuat pcju‘d.l‘ .l\:{m SII:m |,,,1“;1jn
gkPD  Yang digunakan sebagai dasar e, ‘ p s enpgund
aran. sar pelaksanaan olch p
Hibah adalah pemberian vang/barang atay, jasa dari pemerintah dacrah
repada pcrusaha.an daerah, masyarakat dap. (5;‘,,,,119'19i kemasyarakatan,
yang sccara spcglﬁk telah ditetapkan DCruntukaBz;n q ‘bcrgm.t lidak wajiP
dan tidak mengikat, ser tidak secara terus mcir](c’rus yaﬁg bertujuarn
untuk menunjang Penyelenggaraan urusan pemerintah dacrah. :
pantuan sosial adalah pemperigy, bantuan berupa uang/barang dar!
pemermtah daerah kepada individy kéltmrgﬁ Ii«-lomp”k dan/atau
masy'flrakat yang sifatnya tidak sccaru, l(II‘LIStﬂ]Lﬁll’Cl"llS dan sclektil yans
pertujuan gntuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potenst terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh indivnglu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sehagai dampak krisis sosial,

krisis e}(onomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantu

an sosial akan semakin terpuruk dan tida

dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. "
Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk olci

anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukareia
atas dasar kesamaan kegjatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadgh
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

i PPKD yapg selanjutnya disingkat DPA

t DPA
getiap

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan
ggnatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan

waluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
kabupaten Kudus.

1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 da

1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 da

Pasal 3

pat berupa uang, barang,
atau jasa.

pat berupa uang
atau barang.



BAB 1y
HIBAY

Bagian Kegay,
Umum

Pasal 4

rian hib itui

§ EZ?ngiatan pfr]n(ilr:gjtzgaélasgh l(;emenunjang Pencapaian sasaran programm

: - 118an memperhatikan asas:

b. kepatutan;

c. rasionalitas; dan

4. manfaat untuk Masyarakat,

pemberian hibah sebg
™ kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan:

znggar an, kecuali ditentukan lain oleh peratyran perundang-undangan;
an

gaimang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

¢. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

}) Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
dilaksanakan dengan keseimbangan distribusi pemberian hibah.

(2 Asas kepatutan sebagaimang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
dilakukan secara wajar dan proporsional.

(3 Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢

dilaksanakan bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima
oleh akal dan pikiran.

(4) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d dilaksanakan bahwa pemberian hibah diutamakan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

fibah dapat diberikan kepada:

2 pemerintah;

b.pemerintah daerah lainnya;

t. perusahaan daerah;

1. masyarakat;

t. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
I desa.



ah kepada Pemerintgh sebagai
M ikan kepada sapy,. 1 2Bdimang g;
} Vel Uanp ke : Umaksud dal

0¥ pterian yang Jad alam Pasal 6 huruf a

, Wilayah .. renterian/lembaga pemerintah non
ersangkU‘a” P kerjanga perag, dalgmp daerah yang
h kepada pemer;
] H‘Zil 6 huruf b dibe?itl?:ndlferah innya sehagaimana dimaksud dalam
cah sebagaimang dia ®Pada daergp otonom bary hasil karan
da¢ Manatkan Peraturap pemndanru ; o o
g-undangan.

agaimana dimaksud dalam Pasal 6

S%:}? Milik Daerah dalam rangka
Ntah daerah dari pemerintah sesuai

Perundange.

padan Usaha Milik Da 8 ndangan.

erah sebagaimana g

) ik Pemerintap, Da:r;}i’.naksud pada ayat (3) adalah
fibah kepada masyarakat ¢ baga; .

! giberikan kepada kelompoke “gaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d

pidang perekonomian, pendidikan
istiadat, dan keolahragaan nop.

| Hibah kepada organisas; kemas

Badan y

1 Hibah_kepgda organisasi kemasyarakatan tidak boleh dipergunakan untuk
- membiayai kegiatan olah raga profesional.

f) Hibah kepada pemerintah desa sebagiamana dimaksud dalam Pasal 6

! . .
gué‘ufhf diberikan kepada pemerintah desa dalam lingkungan pemerintah
aerah.

Pasal 8

i H_ibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas;

h. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kudus;
¢. memiliki sekretariat/kantor;

d. tidak terjadi konflik internal;

e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila merupakan pekerjaan
konstruksi; dan

f. memiliki rekening bank atas nama kelompok orang
() Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a telah terdaftar pada pemerintah daerah paling kurang 3 (tiga) tahun,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kudus:
¢. memiliki sekretariat tetap;
d. tidak terjadi konflik internal;
e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila merupakan pekerjaan

kontruksi; dan
f. memiliki rekening bank atas nama organisasi.
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Pasal o

ah daerah |

, ) ”lﬂSynl-
1yzlmpmkan usulan  hij

ainnyy o, . .
akat nya dan / atau pemerintah desa,
4kl dan org,

ol b o anisasi kemasyarakatan dapal

ata i)cnlolar'l lertulis — kepada Bupati dengan

. é dukung lainn

) ’ . a.

osal sebagaimang dimaksyg pada y
<

l)] Lang paling sedikit memuag: ayat (1) untuk usulan hibah berupd

a

latar belakang; berigj yyq;
fakta dan permagg
kegiatan dan dj
hibah,

an tentan
salahan yang
aJukanny

8 gambaran umum mengenai fakta-
melatarbelakangi  dilaksanakannya
& permohonan hibah oleh calon penerima

maksud dan tujuan;

I)Cl'i’?,i re 1 in 14 an
. b (llrln fs 1 17 t.l.] u
dllaksaﬂakannya ] epic ¢ c lcnlang maksud dan i

ST 1 an yang akan dibiayaj olch dana hibah;

i nb cPengUrusan untuk organisasi kemasyarakatan/kelompok

kemgé (;Il‘{lSlt u/rila]m tentang  susunan pengurus dari organisast
yarakatan/kelompok oran k honan

. an g n permono

hibah; g yang mengajukan p

dmrpgh sekretariat untuk organisasi kemasyarakatan/kelompok orang,

berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari organisasl

kemasyarakatan /kelompok orang yang mengajukan usulan hibah dan

nomor  telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan;

bentuk  kegiatan; berisi uraian tentang kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh calon penerima hibabh;

jadwal pelaksanaan kegiatan; berisi uraian tentang waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima
hibah;

rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya; berisi tentang
perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan
termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan
lainnya; dan

. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah

(pimpinan/ketua) serta setempel/cap kelompok
orang/organisasi/lembaga.

3 Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah dan rekomendasi Camat setempat untuk permohonan hibah
yang diajukan oleh masyarakat desa/kelurahan.

4 Apabila kegiatan yang dilakukan berupa pekerjaan konstruksi maka
rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang
memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.

5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah
berupa barang paling sedikit memuat:

a. latar belakang; berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-

fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakanpya
kegiatan dan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima

hibah;

b. maksud dan tujuan; berisi uraian tentang maksud dan tujuan

Aiailranmnua nermohonan hibah oleh calon penerima hibah;



proposal sebagaimana dim
pesa/Lurah dan Camat setep
oleh masyarakat desa/kelurahan

| pata pendukung sebagaimana dimaksud
a.

sunan kepen
;usun gurusap _
;raﬂgQ berisi urajapn te pAnIsas k(:mus;y:amk:.{!,url/kltll)n}p(ﬂ?
k(’masyarakatan/kclomD(L)?cmn SUsunan  penpurus dari organisas!
’ Ors - " . .t “n
pibah; rang  yang mengajukan  permohon

misili sekretariat vy ;
?;c)risi Sorss nd;untuk >t8anisasi kemasyarakatan /kelompok 0rang
kcmasyarakalan/kelff kcll){cradaan/ alamat sekretariat dari orgi‘m;a .

Mpok oran ngajukan pe an hib

dan NOMOr telepon yang da g yang mengajukan permohon

is dan juml : jumia
jen Jumlah barang Yang dimohon: beris; tentang jenis dan e
calon penerimg hibah; dan

t(z?ggina;a/nf;?la) fon nama lengkap calon penerima h“;fa}:
. serta , —
organisasi/ lembaga. setempel/cap  kelom pok  masy

aksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala
Pat untuk permohonan hibah yang diajuka

pada ayat (1) meliputi: .
foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ar

pimpinan /ketua  kelompok masyarakat/organisasi/lembaga ~ calon
penerima hibah;

foto  copy  dokumen  pendirian /pembentukan  organisast
kemasyarakatan /kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan
sebagai  pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lannya
yang dapat dipertanggungjawabkan;

surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh

calon penerima hibah untuk organisasi kemasyarakatan/ kelompok
orang;

surat keterangan terdaftar sebagal organisasi kemasyarakatan yang

dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat (Kesbangpolinmas) bagi organisasi kemasyarakatan;

foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah atas
kepemilikan tanah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah apabila
dana hibah akan dipergunakan untuk kegiatan konstruksi;

foto copy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda
Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan atau
sejenisnya dari yang menandatangani rencana anggaran biaya, apabila
dana hibah akan dipergunakan untuk kegiatan konstruksi); dan/atau

foto copy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/
kelompok orang dengan specimen tanda tangan pimpinan/ketua dan
bendahara.

| Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

| Verifikasi terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 dilakukan oleh Tim Verifikasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
terkait.



pada ayat
tugas dan
dalam

S0 Kerja PerangkaF Daerah terkait schagaimana dimaksud
50t p jlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyal
{1) s sesudl "dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum
{ﬂﬂgohonar} hibah.

of : .

P .ckast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

V'Crl andar

engetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengal st A
» gatuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daeral aéé; :
Pabﬂa komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam Star]l 1l
satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang beria
saat 1t
mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan da
b yebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaarnl ke
dengan jenis kegiatannya;

n bahan serta
giataﬂ

ang

memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ kelompoK OF

yang mengajukan permohonan hibah; .
organisasl

k
untu o dalam

memastikan domisili/alamat  sekretariat
tercantu

kemasyarakatan/kelompok orang sebagaimana

proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah; dan .o

memastikan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dengan dand h}::si

belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah atad organi
masyarakat/kelompok orang lainnya.

, Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara dan disam

" Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
(1) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomen
melalui TAPD.

gan

1 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi ketergm
(3), dengan disertal

paikan kepada

dimaksud pada ayat
dasi kepada Bupat!

mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat _ e ”
kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujul, bal
sebagian atau seluruhnya.
- TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
keuangan

" dimaksud pada ayat (4) sesuai prioritas dan kemampuan
daerah.

Pasal 11

1 Rekomendasi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pertimbangan
TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) menjadi
dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

() Penpan‘guman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi anggaran hibah berupa uang, dan/atau barang.

Pasal 12

() Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(1) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

3) RKA-PPKD 'dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan
perundang-undangan.



Pasal 13

Herupa uang dianeeart,.
H‘bﬂ};)cflania hibahf)objiiggﬁrkdn dalam kelompok belanja tidak langsune,
‘.1‘6 15 ‘beruupa bara‘ ~% 4an rincian Objek bﬁ‘lanja berkenaan pada PPKD.
] g y ‘ i :
:113‘ S=kan kedalam 'en'.aSl an kedalam program dan kegiatan, yans
d‘l ral e jasa ber{(e 1S belanja barang dan jasa, Objek belanja hlbah
Dﬁrangbelanja hibah bnaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian
i o pada Suties TAN8 ataU jasa kepada pihak ketiga/masyarakat
orkenadn p atuan Kerja Perangkat Daerah.
Rmciem objek belanja sebagaimana dimaks

, ud pada ayat (1) dan ayat (2J
B dicantumk&m nama penerima dan besaray, hi ’ et

bah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

; )pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

) pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas
| J
pPA-SKPD.

Pasal 15

(Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatanganl
" bersama oleh Bupati dan penerima hibah.

: o t
)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memua
" ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;

b. tujuan pemberian hibah:

besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
hak dan kewajiban;

tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f tata cara pelaporan hibah.

g)Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d.agat
didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejaba
ang ditunjuk. . ‘

{4)%etiap penerima hibah wajib menandatangani Pakta Intc_:grltas yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD.

o 8 o

Pasal 16

' I I ta besaran uang atau jenis

Bupati menetapkan daftar penerima ;ubah beser ‘

i baimg atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati

berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD.

1) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.



.daS“rkan pertimbangy
.,ﬁ“ ah, perubahan daft
} ks :

/ d"(’,q parang atau jasg

N ketepatan gug

) ; aran dan kemampuan keuangan
A penerimg hij, e

Sebagaj ah beserta besarannya uang atau
6 an Keputusan Bu e;t'  Eomana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
e 'gcraturan Bupati fentlagergaSgrkall Peraturan Daerah tentang APBD
1 ; . / . ' i
dﬂl;qgaimana dimaksuyg & Penjabaran Apgp st selatiil felamls
sV

dalam Pagq) 10
_qyaluran/penyerahan
(A}tlibﬂh dilakukan setelah
cn)’erah".m hibah dala
g «rah Terima .Barang,
enyaluran hibah dalam bentuk y
(Hdi]aKUkan dengan pemindahh
rekening penerima hibah,
)Pencauran hibah  dalam bentuk
" jembayaran langsung (LS).

pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
" gilakukan sekaligus atay Sccara bertahap.

hibah dari pemerintah daerah kepada penerima
penandatanganan NPHD.

m bentuk barang dituangkan dalam Berita Acara

ang yang sumbernya berasal dari AP?(D
ukuan dar Rekening Kas Umum Dacrah k¢

y i €
uang dilakukan dengan mekanism

Pasal 17

1)permohonan pencairan hibah oleh penerima hibah wajib dilengkapt
" kelengkapan administrasi dan dokumen terkait sesuai ketentuan yang
berlaku. .
y)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 4. rencana penggunaan hibah;
b. foto copy NPHD; "
¢. kuitansi rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup (tanda tangan, namk
lengkap penerima hibah serta setempel/cap kelompo
orang/organisasi/ lembaga); dan
d. foto copy nomor rekening bank lembaga/ organisasi/kelompok orang. d
jPencairan hibah yang dilakukan secara bertahap sebaga_u’mana dlmaksu
dalam Pasal 16 ayat (7), maka untuk permintaan pencalran'tah'ap kedua
dan selanjutnya harus dilengkapi dengan dokumen terkait meliputi:
a. kuitansi rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup (tanda tangan, nama
lengkap penerima hibah serta stempel/cap organisasi/lembaga);
b. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (progres report);
¢. foto copy rekening bank: dan .
d. laporan penggunaan hibah untuk tahap sebelumnya yang ditetapkan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk. )
|4)Permohonan atas penyaluran dana hibah diverifikasi oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang ditunjuk. ' .
§Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk  merekomendasikan
pencairan dana kepada PPKD, serta dilampiri kuitansi dan (A2.1) yang
ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
ngjawab kegiatan.
) EZ;:?S %uing]s Pendapgatan dan Pengelolaan I(euangan Dgerah selaku PPKD
memproses permohonan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pngadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan
Pﬂrundang-undangan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.



- Bagian Keempat
“laporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 19

ma hibah berupa u: -- :
e rllt dengan penggun:fa ng wajib menyampaikan laporan secara tertulis
ek Satuan Kera Per hibah kepada Bupati melalui PPKD denga®
Lcmbub erja Perangkat Daerah yang ditunjuk
oran penggunaan hibah bery : .
) [ﬁ paling sedikit memuat: Pa uang sebagaimana dimaksud pada ayat
dahuluan; berisi : A i
PC?aksamaan ke ietr-m uraian tentang gambaran umum mengenal
pe glatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;

makSUd dan tujuan; berisi uraian tentang maksud dan tWuan
disusunnya laporan penggunaan hibah:

lﬁsiﬁ: akf:gkiatan; bqri;i uraian tentang hasil kegiatan yang
ilaksanakan sesuai dengan proposal hibah diajukan k
pemerintah Daerah dan NPHD: yang telah dia]

d. re'ahsas‘1 penggunaan dana; berisi uraian tentang anggaran yang
dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan
membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposa

hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;

u untuk disampaikan

h yang telah

a

telah
epada

telah
untuk

e. penutup; berisi uraian tentang hal-hal yang perl
oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan hiba
dilaksanakan;

{ tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua
stempel/cap organisasi/lembaga; dan

g. lampiran; berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

) Penerima hibah berupa barang atau jasa wajib menyampaikan laporan
secara tertulis terkait dengan penggunaan hibah kepada Bupati melalul
kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

4)Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud Pada
ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaar hibah
perupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan
kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima

hibah.

) serta

orarn

Pasal 20

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD
dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah
pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada

gatuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

)

Pasal 21

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

2. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b.Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerim
¢. NPHD;

{.pakta integritas dari penerim
e eeanial denean NPHD; dan e

a hibah;

a hibah yang menyatakan bahwa hibah yang



. ransfer vang atag Pember

puk“ tcrimg 'l:)atrang/jasa (Berit:l?\ hibah (SP2D) berupa uang atau buku
| 5C€ibcrian hibah berupa barang/jasa(_:ara Serah Terima Barang/Jasa) atas
P" :
Pasal 29
rima hibah bertap soung »
penc . Suhglawab  secara for al aterial atas
\” Cnggunaan hibah yang dlterlmaHYa. mal dan ma

o Crtanggungjawaban Penerima hibgh meliputi;
"', laporan penggunaan hibah;

p, surat pernyataan tan

) 88Ung jawab vane menuvat ~ hibah vang
diterima telah diguna 8 Jawab yang menyatakan bahwa hibah ¥

kan sesuaj NPHD; dan

ti-bukti - :
¢. bUK Pengeluaran  yang lengkap dan sah sesuai peraturan

perur}.cti)ang-undallgan bagi penerima hibah berupa uang t""rma‘?Uk
kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima

barang/jasa (Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa) bagi penerima
hibah berupa barang/jasa.

i Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
“ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

J Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
" huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD /Satuan Kerja Perangkat
Daerah terkait setelah 1 (satu) bulan kegiatan sclesai dilaksanakan dan
paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya,
kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

§) Pertanggungjawaban  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢

disimpan dan dipergunakan oleh pencrima  hibah selaku objek
pemeriksaan.

o) Terhadap penggunaan hibah dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh
pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

() Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.

(n)Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah

sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

Pasal 24

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.

(2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB 1y
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesaty
Umum

Pasal 25

Cmerintah Daerah

dapat smheri ada
M’ mlggota/kelompokm 4 nembert - Bantuan - sosial - kepac

asyarakal sesqya;
yarakat sesyg kemampuan keuangan daerah

berian bantuan sosial calv.... ¢

) pemlah e )ri;"]t sosial sebagaimana dimpksud pinda ayat (1) dilakukan

" osete - nprionitaskan pemenuhan belanjo urugan wajib - dengan
memperhatikan:

a. asas keadilan,
b. asas Kepatutan:
c. asas rasionalitas: dan

d. asas manfaat untuk masyarakat,

) Asas keadilan seba

Baimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan
- dengan kescimban

gan distribusi pemberian bantuan sosial.

) Asas Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
secara wajar dan proporsional

Q0 oy s : 1 [z ¢ C

) Asas  rasionalitas  scbagaimana  dimaksud pada ayat  (2) h“mfi
- dilaksanakan bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan
diterima oleh akal dan pikiran

) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dilaksanakan bahw:

@ pemberian bantuan sosial diutamakan untuk
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 26

snggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
peliputi:

2 individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politlk,. bencana,
atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. ahli waris penduduk miskin Kabupaten Kudus yang meninggal dunia dar
kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan/atau

¢ lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi  individu, kelompok, dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,

Pasal 27

(1) Pemberian bantuan sosial sehagaimana dimaksud dalam Pasal 25 avat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit:

a. selektif;

b.memenuhi persyaratan penerima bantuan;
b



fal sementara dap

15 0 tidak

pe*” tu dapat berkelan; K terug

" Nl cla “Tus ‘ne

; tertu‘ o Njutan; Menerus, kecuali dalam keadaan
. 5115‘ tyuan penggunaan

i’ 2 selektil sebagaimap.

Krlte g pantuan sosial ph, dimakgyq pad jartl

| mhw kan untuk melindy Nya diberikan ka e il -

g ngi d ¢pada calon penerima yans

ltu'] ari kemun s .
d itefia persyaratan penerim, gkinan resiko sosial,
I

PNy ban
puruf b meliputi tHan sebagaimana dimaksud pada ayat

Cmiliki identitas yang jel

N

J (!

¥ i as Sebaga]

f; perdomisil dalam wilayal administr;::fnsuduk Kabupaten Kudus; dan
' i i
[(Iiteria bersifal sementarg gy,

) dirﬂaksu,q pada ayat (1) huryf ¢ g;

abupaten Kudus.
tid: . .
'lrt‘ll(ddk terus menerus schagaimana
C £ .
rikqn] an bahwa pemberian bantuan sosial
an setiap tahu
, , ahun anggaran.
ead? — clanjutan sehagai .
\5]K puruf ¢ diartikan bahwa bumjuq( ! scbagaimana dimaksud pada ayat
I aran sampai penerima b an sosial dapat diberikan setiap tahun
angb o antuan telah lepas dari resiko sosial
citeria sesual tWuan penggunaan sep, |
b gruf d bahwa tujuan pemberian hany,
r(,,habilitasi sosial,
a.

agaimana dimaksud pada ayat (1)
an sosial meliputi:

f

b perlindungan sosial;
5 pembcrdayaan sosial;

i jaminan sosial;

. penanggbllangan kemiskinan; dan
{ penanggulangan bencana.

Pasal 28

. Rehabilitas! sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf

" giryjukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang
ang mcngalaml disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

7) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf
p ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan
gerentanan sosial sescorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
relangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal.

() Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf
¢ ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya.

() Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

aimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan

terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai

atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi

kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

) Penanggulangan kemiskinan sebag



pa i , :
) e penerima bantuan sosia]

)
, L13

ank
pe” ¢ f merupakan ser
f

16

aulangan hene - ;
nge Ana sehagaimang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6)

angkaian yn. .
Upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 29

(uan sosial dapat
Pat berupa uang atau barang yang diterima langsung

ptuan sosial berupa yan . ,
* vang diberikan Secarag lsebagaumana dimaksud pada ayat (1) adalah

i anak miskin, ya \
& yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia,

angsung kepada penerima seperti beasisWa

ntar, cacat be :
;55( mampu, dar:a;tiins;iryangan kesek.]atan putra putri pahlawan yang
neninggal dunia, unan kematian bagi penduduk miskin yang

| gantuan SOSI'ZI. berupa barang schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
parang yang 1ber'1kan secara langsung kepada penerima seperti bantuan
k’endaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial,
ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu

| Anggo?a /kelompok masyarakat menyampa
Bupati dengan dilengkapi proposal dan/atau data pendukung 1

)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) un
sosial berupa uang paling sedikit memuat:

a.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 30

ikan permohonan tertulis kepada
ainnya.

tuk permohonan bantuan

um mengenai fakta-
aksanakannya
1 oleh calon

latar belakang; berisi uraian tentang gambaran um
fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dil
kegiatan dan diajukannya permohonan bantuan sosia
penerima bantuan sosial;

maksud dan tujuan; berisi uraian tentang maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan
sosial;

susunan kepengurusan untuk kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintah; berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintah yang mengajukan permohonan

bantuan sosial;

domisili anggota/kelompok masyarakat/lembaga
berisi uraian tentang keberadaan/alamat anggota masyar
sekretariat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah yang
mengajukan permohonan bantuan sosial dan nomor telepon yang
at dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

nggunaan dana; berisi uraian tentang
kan oleh calon penerima bantuan sosial
alon penerima bantuan sosial;

non pemerintah;
akat atau

dap
bentuk kegiatan/rencana pe
kegiatan yang akan dilaksana
atau rencana penggunaan dana oleh ¢
rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya; berisi tentang
perhitungan mengenai  kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan
termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan

lainnya; dan



a langan dan p.
m](id Y { Nama ](‘I'] ke . . ) .ngial
U mpinan/Ketua)  gerry w0 oP calon penerima bantuan 0S¢
P )1 mpok masyaraka ° Sclempeljcap  organisasi/lembaga (08!
koo tanda tangy, 20 tanda tangan/cap jari bagi yang tidak
mampY ANCA tangan dan nama jenok | bantuar
i . . a e > a ban
sos1al (hagi anggota Masyarakat) gkap calon penerim

sal sebagaimana d;
n,{,poml”r;i) dl:J :iﬂé;m dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Kepala
)csﬂ/“ ‘ amat setempat untuk permohonan bantuan sosial yan8

diﬂj“k"n oleh anggota/kelompok masyarakat desa/kelurahan.

| lJropm;al schag};z’umana_ dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan
) gosiel berupa barang paling sedikit memuat:

Jatar belakang; berisi urajan tentang gambaran umum mengenai fakta-
fakta dan permasalahan yang melatar belakang dilaksanakannya

kegiatan dan  diajukannya permohonan bantuan sosial oleh calon
penerima bantuan sosial;

;!}

4

p. maksud dan tujuan; berisi urajan tentang maksud dan tujuan
diajukannya permohonan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan
sosial kepada Pemerintah Daerah;

¢. susunan Kkepengurusan untuk kelompok masyarakat/lembagd i
pemerintahan; berisi uraian tentang susunan pengurus kelompO
masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan
bantuan sosial;

d. domisili anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemermtahaf;
berisi uraian tentang keberadaan/alamat anggota masyarakat atd
sekretariat kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang
mengajukan permohonan bantuan sosial dan nomor telepon yang
dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

e. jenis dan jumlah barang yang dimohon; berisi tentang jenis

barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial kepada
Pemerintah Daerah: dan

dan jumlah

{ tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial

(pimpinan/ketua) serta setempel/cap organisasi/lembaga (pagl
kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak
mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan
sosial (bagi anggota masyarakat).

5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah dan direkomendasi Camat setempat untuk permohonan
pantuan sosial yang diajukan oleh masyarakat desa/kelurahan.

p) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari anggota
masyarakat/pimpinan/ketua kelompok masyarakat/lembaga non
pemerintahan calon penerima bantuan sosial;

b. foto copy dokumen pendirian/pembentukan kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan atau
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta
notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagi pengurus atau
dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan;

c. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh
calon penerima bantuan sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga
non pemerintahan dan/atau,

d. foto copy rekening bank atas nama anggota/kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintahan dengan specimen tanda
tangan anggota masyarakat/pimpinan/ketua dan bendahara.
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Pasal 31

fikasi terhadap pe .
ver P permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud

| ialam Pasal 30 ayat (1) dj] ) ‘, |
gir.angkat Daerah terkazt, akukan oleh Tim Verifikasi pada Satuan Kerja

(uan Kerja Perangkat Daere ; :
j \13 - dalah Satuan i - Scrdh terkait sebagaimana dimaksud pada ayal
Ja Perangkat Daerah yang mempunyal tugas dan

i sesual denga .
ungs! gan rencana kegiatan /tuj i
n/tujuan pe aan sebagaimand
rercantum dalam usulan bantuan sosial/ ) penggun g

) yerifikasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

j .

a. ;r;iigaitagm kesesuaian antara harga dalam proposal dengan st
Kudu targa i berlaku di lingkungan Pemerintah Kabu
standzra ;aliuapalﬁla komponen yang dibutuhkan tidak terdapat da

£ RN, Ml o asar yang
berlaku saat itu; apat menggunakan harga P ¥

andar
paten
lam

han serta

p. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan ba
kegiatan

kebutuh'an' lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan
dengan jenis kegiatannya,

c. memastikan keberadaan anggota
kemasyarakatan /kelompok orang yang mengajukan
bantuan sosial;

d. memastikan domisili/alamat anggota
sekregariat untuk kelompok masyarakat/lem
sebagiamana tercantum dalam proposal yan
penerima bantuan sosial; dan

e. merpastikan bahwa kegiatan yang akan dibiayai d
somal. belum dilaksanakan oleh calon penerima
organisasi masyarakat/kelompok orang lainnya.

s) Hasil Verifikasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan ke

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati;

5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimak
pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada

Bupati melalui TAPD.

masyarakat/ organisasl
permohonan

untuk masyarakat dan
baga non pemerintahan
g diajukan oleh calon

engan dana bantuan
pantuan sosial atau

pada
sud
pada ayat (5) berisi keterangan

at (3), dengan disertal
disetujui atau tidak

6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud
mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ay
kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat
disetujui baik sebagian atau seluruhnya.

7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) sesuai prioritas dan kemampuan keuangan

daerah.

Pasal 32

a Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pertimbangan

dimaksud dalam Pasal 31 ayat () dan ayat (6) menjadi
n bantuan sosial dalam rancangan

(1) Rekomendasi Kepal
TAPD sebagaimana
dasar pencantuman alokasi anggara

KUA dan PPAS.
(1) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melinuti angearan bantuan sosial berupa uang dan /atau barang.
- b
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Pasal 33
uan sosial beruna 1. ‘
jantud! berupa yang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

" an sosial bern.
; ltUd Crupa b .
L pat Pa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

w) ’ r d &

I qa-PPKD dan RKA-SKppy gop.o an ayat
4) RIA nenjadi dasar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan &Y ai
v/ - PeNganggaran bantuan sosial dalam APBD sesué

# X S
Dewux an pet undang-undangan,

Pasal 34

antuan sosial berups i ecrend ‘ paag] 33 ayal

(! Ba dianpeark UPa uang sehagaimana dimaksud dalam l’:l-‘v{J] 3 -lzijﬂ
{1} & ngg .Elm dalam kelompok belanja tidak langsung, jents b"’)(l .

. : - . . ,

bantuan sosial, obyek, dan rincian obyck belanja berkenaan pada ARG {

’ i 5 T ’ ) , 173 aya

@ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 &Y n
,rmulasika

(2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang difc

g ; , faand » n"]
kedalam program dan kegiatan, yang diurnikan kedalam jents belanjz

parang ldan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenadn ym-lli;
akanldlserahkun kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian “l._)y,(‘k
belanja  bantuan  sosial  barang yang akan  diserahkan pibe
ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD, 1 t

a

nCis rale hala i : ‘ ave an 4
3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 4y
(2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 35

f) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-
PPKD.

1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas
DPA-SKPD.

Pasal 36

1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

() Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan pertimbangan ketepatan sasaran dan kemampuan keuangan
daerah, perubahan daftar penerima bantuan sosial beserta besarannya
uang atau jenis barang atau jasa schagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta
melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

(4) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima
bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

(5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
langsung (LS).
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! melalui mekanisme tambah uang (rU). al
ran dana  bantuan  cnc A o SOBE

e P s bantuan sosial kepada pencrima bdﬁu i dengan
scbaBt sud pada ayat (4) dan ayat (5) harus dilen ap

qural permoho neairs
g W P nan pencairan bantuan:

B kuitansi rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup; kclumP(’k
g, 1080 yil()rgly{a?;) lm()li) rekening bank yang masih aktif aﬂggotd/ '
mas €mbaga n ‘merintahan;
ga non pemerintahan; pantuan

4. surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaah dand

sosial bermaterai Rp. 6.000,-: dan
Keputusan Bupati atau pejabal yang ditunjuk tentané penc

besaran bantuan sosial, as
nelitian A"

| Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang ditunjuk melakukan P"'krm kepﬂd”
kelengkapan administrasi pencairan, kemudian mcrcknmen{ln-";( € enerimé
pPKD untuk diproses dan direalisasikan dana bantuan sosial ke pem’

) .  guitanst
pantuan melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan dilampir! ki
dan (A2.1).

r : laku PPKD
) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan K ""CI},‘;] berupa
memproses permintaan pembayaran dan pencairan 0516
uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

rlmu dal‘l

euangan Dacrah
pantuan 5

Pasal 37

perpedoman pada

antuan sosial
: rlaku.

engadaan barang dan jasa dalam rangka b
ang dan jasa yang be

eraturan perundang-undangan pengadaan bar

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

) Penerima bantuan sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan secarad
tertulis penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan
tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

2) Penyampaian laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:

a. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penerimaan bantuan s
bantuan yang diterima sebelum bulan Oktober.

b. paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, untuk bantuan
sosial yang diterima pada bulan Oktober sampai dengan Desember.

(3) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:

a. Pendahuluan; berisi uraian tentang gambaran umum mengenal
pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan
sosial;

b. maksud dan tujuan; berisi uraian tentang maksud dan tujuan
disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;

c. hasil kegiatan; berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan
kepada Pemerintah Daerah;

osial, untuk



jisast PENERUNaan dan. ,
A ea“fi‘nm‘i}a”%"”m;? ’;"ra berist uraian tentang anggaran yang telah
d‘bfr:rliii‘;~"’31 k"vs‘;!énm": 3154 anggaran vang tidak leigunakan untuk
. an 'so‘s'nl-}vf Yong telah dilaksanakan sesuai dengan Pm?f’sa}
pantuan 80sial yang velay diajukan kepads Pemeritah:
AUtup; berisi uraian 1an, erintah; |
penutup; Uraian tentang hal-hal vang perlu untuk disampmk'f‘ﬂ

¢y enerima hant .
oleh pence antuan sosia] terkait d : psia
: ‘ ait de T tuan SOs

._ranngldh d'lakﬁﬂnakan; s ngan kegiatan ban

mvdamaf/nfin dan  nama lengkap penerima bantuan sosia‘d

(pimp “ " \:Ia) SCra - setempel/cap organisasi/lembaga untux

ke“’mjlzl tanr(;‘diyarakat alau tanda tangan/cap jari bagi yang “dai

mamy a tangan dan nama | . 1 untu
engka tuan sosi

anggota masyarakat. gxap penerima ban

penerima  bantuan  sosig] berupa barang menyampaikan laporan

enggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala Satuan Kerja
perangkat Daerah yang ditunjuk.
5 Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud
" pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan

bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan Sost

yang ‘telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh
penerima bantuan sosial.

Pasal 39

() Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan
sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

§) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan
kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 40

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial
meliputi:

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati,
h. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

¢. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa

uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang)
atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 41

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
a. laporan penggunaan bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan; dan
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0 Terhadap penggunaan bant
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Pasal 42

{) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan,

7) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima

bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan
sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 43

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesual Stanliiar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan

pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah.

(2) Konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

BAB V
PENGEMBALIAN SISA DANA

Pasal 44

Dalam hal terdapat sisa dana, penerima hibah atau bantuan sosial wajib
mengembalikan sisa dana ke Rekening Kas Umum Daerah, ysng
enyampaiannya dilakukan dengan menggunakan surat pengantar dari
gatian Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BARB V]
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

i setiap orang  dapat mengetahuin a m i
emerint ndangan
feraturan Bup B y erintahkan pengu g

pudus ati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

USTHOFA

Diundangkan di Kudus “ )
Digitally signe
pada tanggal 30, Oc i, 2y bygBaggnE'ukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.02.10
13:52:10 +07'00'

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN deo(i  NOMOR 3|




{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }


{ "type": "Document", "isBackSide": false }

		2020-02-10T13:52:10+0700
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus




